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	bahwa dalam rangka menyempurnakan mekanisme penyetoran dan pengambilan uang jaminan pembongkaran reklame, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang izin Penyelenggaraan Reklame;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a  di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4532); 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37,Seri D) ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1,Seri C) ;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029  (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga Di Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada pemerintah Kota Yogyakarta;






MEMUTUSKAN :

 Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.


                                          Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan jaminan pembongkaran yang besarannya sebagaimanan tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini kecuali jenis suara, film/slide, peragaan dan berjalan termasuk pada kendaraan dan Nama Pengenal Usaha atau Profesi dengan ukuran maksimal 1(satu) meter persegi yang dipasang melakat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan.
(2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang jaminan yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(3) Bentuk jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah berupa Surat Setoran Jaminan Pembongkaran Reklame yang disahkan oleh bank yang ditunjuk.
(4) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disetor ke Kas Daerah setelah 1 (satu) bulan sejak tempo izin reklame insidentil dan 6(enam) bulan sejak jatuh tempo izin reklame permanen izinnya tidak diperpanjang.
(5) Mekanisme penyetoran dan pengembalian jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.  

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2012
   
  WALIKOTA YOGYAKARTA,
      ttd
             HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
Ttd
TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN  2012     NOMOR 45
LAMPIRAN V	: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR	: 45   TAHUN 2012
TANGGAL	: 26 September 2012


PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA 
PEMBONGKARAN REKLAME 

	No.
	Uraian Untuk Menempel Pada Prasarana Milik Pemkot
	Harga Satuan

	1.
	Spanduk dan Umbul-umbul per satu spanduk dan umbul-umbul
	      Rp.        5.000,00

	2.
	Baliho per m2
	      Rp.     15.000,00

	  3.
	Pemanen per meter persegi pada PJU,  Tower,  Gedung,  RPPJ, Panggung Spanduk, JPO, dan lain-lain (dihitung satu sisi)
	 Rp.     75.000,00



	No.
	Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Peramanen Milik Penyelenggara
	Indek Pembongkaran berdasarkan tingkat kesulitan
	Volume
	Harga Satuan

	1.
	Menempel pada bangunan lantai satu
	
	1 m2
	Rp. 50.000,-

	2.
	Menempel pada bangunan lantai dua
	1.5
	1 m2
	Rp. 50.000,-

	3.
	Menempel pada bangunan lantai tiga
	2.0
	1 m2
	Rp. 50.000,-

	4.
	Menempel pada bangunan lantai empat atau lebih tinggi
	2.5
	1 m2
	Rp. 75.000,-

	5.
	Ukuran ≤ 4 m2 (diperhitungkan satu sisi)
	
	1 m2
	Rp. 50.000,-

	6.
	Ukuran > 4 s/d 16 m2 (diperhitungkan satu sisi)
	
	1 m2
	Rp. 75.000,-

	7.
	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah)
	1.5
	1 m2
	Rp. 100.000,-

	8.
	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas panel bawah)
	2
	1 m2
	Rp. 100.000,-

	9.
	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah)
	2.5
	1 m2
	Rp. 100.000,-

	10.
	Ukuran > 16 m2 dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas panel bawah)
	3
	1 m2
	Rp. 100.000,-



Reklame yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp. 50.000,- per titik.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTIPARAF HIRARKI
Jabatan
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LAMPIRAN VI	: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR	: 45   TAHUN 2012
TANGGAL	: 26 September 2012                        

MEKANISME PENYETORAN DAN PENGAMBILAN 
UANG JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME

1. MEKANISME PENYETORAN
a. Penyelenggara mengambil Surat Ketetapan Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame rangkap 4 (empat) ke DPDPK;
b. Penyelenggara melakukan validasi Surat Ketetapan Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame ke Bendahara Penerimaan DPDPK;
c. Dengan media Surat Ketetapan Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame yang sudah divalidasi, penyelenggara menyetorkan sendiri uang jaminan biaya bongkar reklame ke rekening penampungan pada Bank yang ditunjuk pada hari yang sama dengan tanggal validasi;
d. Lembar pertama Surat Ketetapan Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame yang sudah divalidasi Bendahara Penerimaan DPDPK dan Bank yang ditunjuk diserahkan kepada penyelenggara sebagai bukti setor uang jaminan biaya pembongkaran reklame;
e. Lembar kedua dan ketiga dikembalikan ke DPDPK;
f. Lembar keempat untuk Bank yang ditunjuk.

2. MEKANISME PENGAMBILAN
a. Penyelenggara reklame mengisi blangko surat pernyataan sesuai format bahwa penyelenggara telah membongkar sendiri reklame yang telah berakhir izinnya dilampiri Bukti Setor Uang Jaminan Biaya Pembongkaran Reklame asli dan foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) periode izin terakhir;
b. Surat pernyataan beserta lampiran-lampiran tersebut huruf a disampaikan kepada petugas penelitian lapangan paling lambat 1 (satu) bulan sejak izin berakhir untuk reklame insidental dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin berakhir untuk reklame permanen;
c. Petugas penelitian lapangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat pernyataan beserta lampiran disampaikan, melakukan penelitian lapangan dan apabila hasil penelitian lapangan reklame telah dibongkar sendiri oleh penyelenggara maka petugas membubuhkan tanda tangan pada surat pernyataan penyelenggara reklame;
d. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas akhir penelitian lapangan, penyelenggara reklame harus datang ke DPDPK untuk mengambil uang jaminan bongkar reklame yang sudah diteliti di lapangan oleh petugas DPDPK;
e. Penyelenggara reklame yang lebih dari 15 (lima belas) hari kerja sejak menyampaikan surat pernyataan, atau telah melampaui 1 (satu) bulan sejak izin berakhir untuk reklame insidental dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin berakhir untuk reklame permanen tidak mengambil uang jaminan bongkar reklame maka uang jaminan bongkar dapat dimasukan Kas Daerah dan penyelenggara reklame kehilangan haknya untuk mengambil uang jaminan bongkar reklame.
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